
 

 

 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

 NOMOR 6 TAHUN 2016 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 98 
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TRENGGALEK, 

 
Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

dan menyesuaikan urusan pemerintahan dan kewenangan 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah selaku pengelola hibah 

bantuan sosial dan agar pelaksanaan pemberian hibah dan 

bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan 

akuntabel, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012  tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 

Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Trenggalek;  
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Trenggalek; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);   

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5655); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 



- 5 - 
 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 

12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 39); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 31); 

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29); 
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22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012  tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 

Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 

Tahun 2012  tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan  Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23); 

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 

tentang  Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2012 TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

98 Tahun 2012  tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan  Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
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yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan  

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2014 Nomor 23), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut:  

Pasal 5 
 

Belanja Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah Lain; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau 

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia.  

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut:  

Pasal 6 
 

Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf d adalah: 

a. badan dan lembaga yang  bersifat nirlaba, sukarela dan 

sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang telah memiliki Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam 

Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; dan 

b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum perkumpulan yang telah mendapatkan 
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pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

   

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf j, huruf k diubah 

dan huruf s dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 7 
 

(1) Permohonan Hibah diajukan kepada Bupati melalui 

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan 

fungsinya, yaitu: 

a. bidang   pendidikan dan kebudayaan melalui Kepala 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  

b. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan;   

c. bidang pekerjaan umum bidang jalan dan   jembatan 

serta bidang pengairan melalui Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;  

d. bidang perumahan, permukiman dan kebersihan 

melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, 

Permukiman dan Kebersihan;  

e. bidang lingkungan hidup melalui Kepala Kantor 

Lingkungan Hidup;  

f. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dan keluarga berencana melalui Kepala Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan   

Keluarga Berencana;  

g. bidang kesenian, keagamaan/peribadatan, pendidikan 

keagamaan dan kesejahteraan rakyat, melalui Kepala 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat   

Daerah;  

h. bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial 

melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Sosial;  

i. bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, 

pertambangan dan energi melalui Kepala Dinas 
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Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan 

dan Energi; 

j. bidang  kepariwisataan, kepemudaan dan 

keolahragaan melalui Kepala Dinas Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga;  

k. bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, 

pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat 

melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;  

l. bidang pembinaan perusahaan daerah dan 

penanaman modal, melalui Kepala Bagian 

Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;  

m. bidang ketahanan pangan melalui Kepala Kantor 

Ketahanan Pangan;  

n. bidang pemberdayaan masyarakat melalui Kepala 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa;  

o. bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan, 

melalui Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan 

Perkebunan;  

p. bidang peternakan melalui Kepala Dinas Peternakan;  

q. bidang kelautan dan perikanan melalui Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan;   

r. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 

melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika; 

s. dihapus. 

 (2)Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sekaligus bertindak selaku pengelola 

Belanja Hibah. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

      

                                                                    Ditetapkan di Trenggalek 

                                                                   pada tanggal 21 Maret 2016 

                                                                   BUPATI TRENGGALEK, 
 TTD 
                                                                 EMIL ELESTIANTO 

 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 21 Maret 2016 

    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
       TTD 
           ALI MUSTOFA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 6 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
 

         ANIK SUWARNI 
Nip . 19650919 199602 2 001 
 
 


